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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Penerapan Pasal 64-66 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. Ciptaning Wira
Raharja)adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana
penerapan Pasal 64-65 menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di
PT Ciptaning Wira Raharja , bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan
Pasal 64-65 menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT
Ciptaning Wira Raharja, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk ingin
mengetahui dan memahami bagaimana penerapan Pasal 64-65 menurut UU No.13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT Ciptaning Wira Raharja dan ingin
mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan
Pasal 64-65 menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT
Ciptaning Wira Raharja.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik
pembacaan dan kajian teks (fext reading), setelah data terkumpul kemudian data
diolah dengan teknik organizing, editing dan coding. Kemudian dianalisis dengan
teknik deskriptif analisis. dengan menggunakan pendekatan logika deduktif untuk
memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa Penerapan Pasal 64-66 UU No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT Ciptaning Wira Raharja dalam hal ini
hukum Islam memandang bahwa perjanjian kerja sistem outsourcing di-giyas-kan
pada syirkah abdan, sedangkan dalam pencrapan di PT Ciptaning Wira Raharja
disimpulkan bermasalah karena menyimpang dari Pasal 64-65 menurut UU No.13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam dalam hal ini adalah syirkah
abdan .

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada semua pihak disarankan, untuk
lebih serius lagi memperhatikan kepentingan para pekerja yang seringkali dirugikan
oleh kebijakan perusahaan, dan untuk dapat membuat peraturan yang adil baik
kepada para pengusaha dan pekerja. untuk dapat memberikan hak pckerja dengan
adil, tidak semena-mena dan taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan
untuk dapat melakukan tugasnya sesuai yang tclah disepakati bersama sebagai
kewajiban dan menuntut hak-hak yang scharusnya menjadi milik pekerja.
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BABI

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Quran Allah berfirman:

P

c}a/;ﬁ_/ /’ J":/ 2 o_: L RC _osa . ):_r.,..u /.: T
SIS Al S Al fas e 120 ESURNVRTE=E el ol 130

Artinya : “Apabila telah ditunaikan - sialat, miaka ‘bertebaranlal kamu JF
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatiah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung. " (QS. 62:10)

Ayat diatas menjelaskan dengan tegas bahwa setiap orang harus bekerja
untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan berbagai alasan masyarakat
berusaha untuk menghidupi kebutuhan hidup, sementara persaingan didunia
usaha semakin ketat salah satunya disebabkan oleh pertambahan penduduk yang
berdampak pada meningkatnya pengangguran, berbagai ketetapan pemerintah
pun dibuat untuk menurunkan angka pertumbuhan penduduk dan pengangguran
dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun hingga saat ini masalah

pertumbuhan penduduk dan pengangguarn masih menjadi PR bagi pemeritah.

! Depatemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, Cet. X,
2005), 554



Sebagai masyarakat yang bernegara haruslah mentaati peraturan yang

dibuat oleh pemerintah demi kemaslahatan bersama, seperti dalam firmanNya:

° -, o°’°’,f.’...,¢" o f nt.,’ 26, ° 2 £ LT % 4 £°;”..,, RN
(st B P u?‘._i.:{d\ o5 Je T L padly A 1 pa bl 15 o Gl U

2 337

4 2:,,35, Bor - " . o - % /, {o‘_{of" . $ G- 3 Iy
)ﬁg;bw\)ﬁrd,\{a {?-Y\ Y)J\}fu\id){yr_fdggy)\) fﬂ\ 6’%0))}

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rasul(nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada allah (al-quran 1) dan rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari
kemudian. yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.” (QS. 4:59)

Pemerintah telah mengatur sedemikian banyak urusan rakyat termasuk

diantaranya urusan penghidupan dan pekerjaan, baik dalam berupa keputusan,

peraturan hingga undang-undang. Salah satu bentuk undang-undang yang

berhubungan dengan pekerja adalah UU No 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Undang-undang yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal

25 Maret 2003 oleh Megawati Soekarno Putri yang ketika itu menjabat sebagai

Presiden RI yang ke empat ini memuat berbagai peraturan ketenagakerjaan

dimulai dari ketentuan umum hingga penyelesaian perselisihan antara pengusaha

dan buruh.

2 Ibid, 87



Yang menarik dan selalu menjadi perhatian banyak kalangan adalah
mengenai hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dan pekerja pada Pasal
64 yang berbunyi “perusahaan dapat menyerahkan scbagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan
atau penyedia jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis™.outsourcing (alih
daya) dalam hukum ketenaga kerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborong
pekerjaan dan penyedia jasa tenaga kerja.

Pengaturan hukum outsourcing (alih daya) di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 (Pasal 64,65, dan 66) dan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep
101/Men/V1/2004 tentang cara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
(Kepmen101/2004). Peraturan tentang oufsourcing (alih daya) ini sendiri masih
dianggap pemerintah kurang lengkap.4

Sebutan outsourcing ini muncul dalam praktik ketentuan tentang
penyedia jasa pekerja tepatnya pada pasal 64 UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (dalam hal ini yang dimaksud adalah menggunakan sumber

daya manusia dari perusahaan lain)

3 Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ,(Surabaya, Kesindo Utama, Cet
11,2008)180
4 http://panmohamadfaiz.com/category/outsourcing/ 13 november 2009



Outsourcing ini merupakan salah satu cara bagi para pengusaha untuk
merekrut pekerja dengan mudah, sehingga para pengusaha dapat berkonsentrasi
dalam kompetensi utama usaha produksi dan memiliki kualitas daya saing di
pasaran.

Dalam dunia persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan berusaha
untuk membuat biaya produksi menjadi ekonomis (cost of production).Salah
satu solusinya adalah dengan sistem oufsourcing, dimana dengan sistem ini
perusahaan dapat meminimalisir pengeluaran dalam membiayai sumber daya
manusia (SDM) yang bekerja diperusahaan yang bersangkutan.

Outsourcing (Alih Daya) diartikan scbagai pemindahan atau
pendelegasian beberapa sistem bisnis kepada perusahaan penyedia jasa, dimana
perusahaan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan
manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para
pihak.

Kerap kali sistem oufsourcing diartikan sebagai perjanjian kontrak kerja
dengan waktu tertentu, hal ini disebabkan hubungan kerja antara pekerja dan
perusahaan penyedia jasa merupakan hubungan kerja dengan kontrak perjanjian
waktu tertentu, sejatinya sistem oufsourcing tertulis ketentuan tersebut dalam
Pasal 66 ayat 2 (b) Undang- undang yang mengatur tentang outsourcing
menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian waku tidak tertentu

yang tertulis dalam Pasal 59. namun dalam prakteknya para pengusaha banyak



yang menerapkan outsourcing dengan perjanjian waktu tertentu (kontrak)
persepsi inilah yang mengasumsikan bahwa outsourcing adalah perjanjian
kontrak. Sehingga banyak pro kontra terhadap outsourcing dikalangan

masyarakat.

Salah satu peraturan yang disebutkan tentang oufsourcing adalah
tersebut dalam Pasal 66 tentang pekerjaan penunjang bagi pekerja outsourcing.
Konsep ini dapat berkembang dan berubah secara dinamis seiring
berkembangnya kebutuhan dunia usaha, sedangkan interpretasi yang dibuat

undang-undang sangat luas.

Perbedaan persepsi antara pelaku dunia usaha baik pengusaha ataupun
buruh dapat saja terjadi, bahkan menurut potensi masalah adalah apakah
pembuat undang-undang dan penegak undang-undang di satu pihak dan para
pengusaha dan industriawan di pihak lain mempunyai pengertian dan interpretasi

yang sama mengenai istilah-istilah tersebut.

Sebut saja di PT Morita Tjokro Gearindo yang terletak di Kawasan
Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, berdasarkan data yang diperoleh penulis
bahwa pada tahun 2003 telah mempekerjakan salah satu pekerja dari PT
Ciptaning Wira Raharja Indoesia di bagian Operator Produksi hingga tahun 2005

sesuai kontrak yang berlaku sesuai dengan SK No. 186/CWR/IV/-05,. Dan di



tahun 2005 diangkat sebagai Karyawan tetap di bagian yang sama yakni

berhubungan langsung dengan proses produksi.

Dari kasus diatas jika kita analisis berdasarkan UU No.13 Tahun 2003
Pasal 66 yang berbunyi:

“Pekerja/ buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak bolch
digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan
yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa

penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses
produksi”

Maka tampak perbedaan antara peraturan dan praktek di perushaaan inilah
yang menjadi latar beiakang penelitian yang ingin penulis anafisis. Berdasarkan
latar belakang tersebut dan mengacu pada payung hukum baik berdasar UU
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun hukum Islam, maka
penelitian yang akan penulis analisis berjudul “PENERAPAN PASA 64-66 UU
NO. 13 TAHUN 2003 BERDASARKAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI

KASUS DI PT. CIPTANING WIRA RAHARJA)”

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Adapun kemungkinan-kemungkinan cakupan yang akan muncul dalam
penelitian dan dapat diduga sebagai masalah diantaranya:

1. Ketentuan Pasal 64-66 berdasarkan UU No.13 Tahun 2003



. Penerapan perjanjian kerja outsourcing

. Perjanjian kerja menurut UU No.13 Tahun 2003

. Penerapan perjanjian kerja menurut UU No.13 Tahun 2003

. Penerapan Ketentuan Pasal 64-66 berdasarkan UU No.13 Tahun 2003
. Penerapan perjanjian kerja di PT. Ciptaning Wira Raharja

. Tinjauan hukum Islam ; syirkah abdan

. Tinjauan hukum Islam ; al-jjarah

Dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang tersebut diatas maka
perlu dibuat batasan masalah yang scsuai dengan penelitian yang dimaksud
agar tercapai tujuan dari pada penclitian.maka batasan masalah tersebut
diantaranya:

. Ketentuan Pasal 64-66 berdasarkan UU No.13 Tahun 2003
. Penerapan Ketentuan Pasal 64-66 berdasarkan UU No.13 Tahun 2003
. Tinjauan hukum Islam diantaranya; syirkah abdan

. Penerapan perjanjian kerja di PT. Ciptaning Wira Raharja

. Rumusan masalah

Rumusan masalah yang diperoleh dari latar belakang yang telah di

paparkan sebelumnya adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana penerapan Pasal 64-65 menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan di PT Ciptaning Wira Raharja ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Pasal 64-65 menurut UU

No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT Ciptaning Wira Raharja ?

D. Kajian Pustaka

Diantara judul serupa yang pernah dikaji diantaranya:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian
Kerja Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan dan
Penerapanmya Periajian Kerja Menurut - Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenegakerjaan di Perusahaan Eksport Utama Jati Kudus™ Oleh Nur
Jamilah penelitian ini menganalisa perjanjian ketenagakerjaan yeng
tertulis dalam UU No.13 Tahun 2003 dan penerapan perjanjian kerja
tersebut dikhususkan di Perusahaan Eksport Utama Jati Kudus.

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Outsourcing
Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan™ Oleh Fitri
Ulfamawati, penelitian ini menganalisa perjanjian kerja yang
dispesifikasikan pada sistem outsourcing yang tertuang pula dalam UU
No.13 Tahun 2003 yang dianalisis berdasarkan konsep al-ijarah dan

syirkah



Yang membedakan penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang
akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa, penulis memberikan spesifikasi
outsourcing bukan pada perjanjian kerja, hubungan kerja, perlindungan ataupun
pengupahan akan tetapi pada klasifikasi core business dan non core business
yang menjadi dasar pelaksanaan outsourcing berdasarkan UU No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenegakerjaan dan penerapannya di perusahaan yang menggunakan

sistem outsourcing yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta
menganalisis secara kritis masalah oufsourcing khususnya dalam penerapan

klasifikasi core business dan non core business , deskripsi tersebut meliputi:
1. Ingin mengetahui dan memahami bagaimana penerapan Pasal 64-65 menurut
UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT Ciptaning Wira Raharja
2. Ingin mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
penerapan Pasal 64-65 menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan di PT Ciptaning Wira Raharja
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F. Kegunaan Peneclitian
Adapun kegunaan dari penclitian ini adalah,diharapkan berguna dan
memiliki nilai guna sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis: sebagai upaya untuk menambah wawasan tentang
outsourcing secara teoritis dan praktis di lapangan khususnya dalam bidang
ketenagakejaan baik bagi penulis maupun para pembaca penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian sckaligus
sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam dalam melakukan penelitian
lanjutan di bidang yang serupa.

b. Diharapkan pula dapat berguna bagi masyarakat khususnya para pclaksana
dilapangan antara para pengusaha dan pekerja agar selalu sejalan dengan
apa yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang

dari Syari’ahIslam.

G. Definisi Operasional

Pencrapan : Pelaksanaan atau praktek suatu ketentuan yang berlaku

Pasal-64-66 : Pasal-pasal mengenai perjanjian kerja outsourcing yang
terdapat dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga

kerjaan .
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Ketenagakerjaan : Segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja baik
sebelum, selama dan sesudah masa kerja

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber

dari al-Quran, Hadist dan pendapat para fugaha’ yang terkait

dengansyirkah abdan

H. Kerangka Teori

1. Syirkah
Menurut hukum Islam teori syirkah dibagi menjadi empat bagian
yaitu:

a. Syirkah wujuh
Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu
tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi

antara sesama mereka.

b.  Syirkah abdan
Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu
usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka
berdasarkan perjanjian seperti pemborong bangunan, instalasi listrik

dan lainnya.
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c. Syirkah mufawadhah
Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu
usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota
persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
2) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya
dengan hukum. Dengan demikian anak-anak yang belum
dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan
3) Satu agama, scsama muslim, tidak sah bersyarikat dengan non-
muslim.
4) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas
nama syirkah (kerja sama).
d. Syirkah ‘inan
Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan
untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung

rugi sesuai dengan jumlah modal masing—masing.5

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis syirkah abdan,

syirkah abdan merupakan dua orang atau lebih yang berserikat untuk

5 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (figh muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, Cet I, 2003), 163
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menerima pekerjaan dengan ketentuan upah yang mercka terima dibagi

menurut kesepakatan.

I. Metode Penelitian.

Data yang kumpulkan dalam skripsi ini adalah data yang berkaitan
dengan penerapan Pasal 64-66 berdasarakan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan.

1. Data yang Dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di
atas, maka data yang akan dikumpuikan sebagai berikut:
a. Ketentuan dan penerapan Pasal 64-66 berdasarakan UU No. 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan., meliputi:
1) Ketentuan Penerapan Pasal 64-66 berdasarakan UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan kontrak kerja di PT.
Ciptaning Wira Raharja
2) Ketentuan-ketentuan yang berasal dari Al-Quran dan Hadits dalam

hal ini yang berkaitan dengan syirkah abdan
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2. Sumber Data
Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar
mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas
meliputi data primer dan data sekunder yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer diantaranya:
1) Pasal 64-66 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2) Akad/kontrak kerja di PT. Ciptaning Wira Raharja.
b. Sumber Data Sekunder
Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau
dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah yang akan
dianalisis antara lain;

1) Komang Priambada dan Agus Eka Maharta, Outsourcing Versus
Serikat Pekerja (An intoduction to outsorcing), Alihdaya Publishing,
Jakarta 2008

2) Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2009

3) Chairuman Pasaribu dan Surhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian
dalam Islam, sinar Grafika, Jakarta, 1994

4) Adrian Sutedi, Hukum Perburuﬁan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
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5) Sayyid Sabiq, Figih Sunnah III, Darul Fath lil I’lam al-‘Arabiy,
Kairo, 1990

6) Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahit, Darul Kutb Al-’Ilmiyah,Beirut,1992

7) ‘Abdur Rahman Bin Sa’ad Dlarman, Figih Pekerja Etika Bekerja Dan
Mencari Riki Yang Barakah Menurt Al-Quran Dan Sunnah Nabi,
Pustaka Anisah, Cet I, Jakarta ,2005

8) Ahmad Janan Asifudin, Etos Kerja Islami, Universitas
Muhammadiyah, Cet I, Surakarta, 2004

9) Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muammalat; Hukum
Perdata Islam, Ul Press, Cet 11, Yogjakarta, 2004

10) Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di

atas

3. Teknik Pengumpulan Data
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (bibliografi Rescarch),
yaitu penelitian terhadap penerapan ketentuan core business dan non core
business dalam outsourcing berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenegakerjaan dan studi pustaka penggalian data yang dilakukan melalui
pembacaan dan dan kajian teks (fext reading) yakni melakukan penelitian
pustaka dengan mempelajari kitab-kitab atau buku-buku umum terutama

tentang berkaitan dengan ouwtsourcing.
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4. Teknik Pengolahan Data

a. Organizing yaitu menyusun data dengan sistematis yang diperoleh dari
beberapa perusahaan dan ketentuan core business dan non core business
menurut UU No.13 Tahun 2003 agar sesuai dengan perumusan masalah
dalam penelitian ini.

b. Editing yaitu memeriksa kembali sccara cermat dari segi kelengkapan,
keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relefansi dan
keseragaman data.

c. Coding yaitu usaha untuk mengkatcgorikan data dan memeriksa data
untuk relevan dengan tema riset.

5. Teknik Analisis Data
Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian
menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu
memaparkan data tentang syirkah abdan dalam hukum Islam yang dipakai
untuk meninjau pada pencrapan Pasal 64-66 berdasarkan UU No.13 Tahun

2003 untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena

ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul

kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.
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J. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika

pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari

beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BABI

BABH

Pendahuluan

Memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,
batasan-batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penclitian, defenisi operasional, kerangka
teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Landasen Teori

Memuat tentang tinjauan hukum Islam yaitu yang memuat deskripsi
tentang, syirkah abdan berdasarkan sumber-sumber pustaka yang
mencakup tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat-

syaratnya, hukum ketetapan dan berakhirnya perjanjian.

BAB III Data penelitian

memuat tentang ketentuan dan penerapan Pasal 64-66 menurut UU
No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang meliputi ketentuan
Pasal 64-66 UU No. 13 Tahun 2003 dan pencrapan Pasal 64-66 UU
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketegakerjaan Di PT.Ciptaning Wira

Raharja.
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BAB IV Analisis
memuat tentang analisis terhadap hasil data penelitian yang terdiri
dari Analisis hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 64-66 UU No.
13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan analisis penerapan pasal
64-66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT.
Ciptaning Wira Raharja.

BAB V Penutup

Yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

SYIRKAH ’ABDAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Syirkah Abdan
1. Pengertian Syirkah Abdan
Syirkah berarti persckutuan', ikhtilat yang berarti percampuran yakni
mencampurkan harta sescorang dengan orang lain schingga tidak mungkin
untuk dibedakan. Secara istilah berarti akad antara orang-orang yang
berserikat dalam hal modal dan keuntungan,” dalam hukum Islam syirkah
dibagi menjadi dua bagian yaitu:
a. Syirkah amlak adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama
tanpa melalui atau didahului olch akad asy-syirkah
b. Syirkah uqud adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk
mengikat diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya.’
Syirkah uqud terdapat empat macam syirkah, yaitu:
1) Syirkah ‘inan adalah persckutuan antara dua orang dalam harta
milik untuk perdagangan seccara besama-sama, dan membagi

laba atau kerugian bersama-sama.*

! Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, h 715

? Sayid Sabiq, Figift Sunnahh, 174

3 Nasrun Haroen, Figih muammalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet I, 2000), 168
4 Rachmad syafei, Figilh Muammalah, (Bandung: Pustaka Sctia, Cet I11, 2006)189

19
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2) Syirkah mufawadah adalah pcrserikatan dua orang atau lebih
pada suatu objek, dengan syarat masing-masing pihak
memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan
tindakan hukum (kerja) yang sama.’

3) Syirkah wujuh merupakan bentuk perserikatan yang dihimpun
bukan dalam bentuk modal atau skill akan tetapi dalam bentuk
tanggung jawab.’

4) Syirkah abdan yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua
pihak untuk menerima suatu pckerjaan, hasil yang diterima dari
pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan
mereka berdua.’

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan syirkah abdan untuk
meninjau permasalahan yang akan dibahas karena lebih memiliki korelasi
jika dianalisis berdasarkan pengertian, rukun dan syaratnya.

Dalam hal ini Imam Syafi’i melarang syirkah abdan sedangkan Imam
Abu Hanifah dan Fuqaha’ malikiyah berpendapat bahwa syirkah abdan

dibolehkan.

3 Nasrun Haroen, Figih muammalah, 169

¢ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam,(Jakarta: Sinar
Grafika, Cet I1I, 2004), 82

7 Nasrun Haroen, Figih muammalah, 171
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Para ulama’ Syafi’iyah berpegang bahwa serikat dagang itu hanya
berkaitan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Karena pekerjaan itu tidak
bisa ditentukan batas-batasnya. Oleh karcnanya, mereka berpendapat bahwa
syirkah abdan merupakan scbuah kesamaran dan kapasitas kerja salah satu
pihak tidak diketahui sccara pasti oleh pihak lain.*

Imam Malik berpendapat bahwa syarat bagi syirkah abdan adalah
kesamaan macam pekerjaan dan tempat.

Sementara imam Abu Hanifah berpendapat bahwa syirkah abdan itu
dibolehkan, sekalipun jenis pckerjaannya berbeda.

Maka dapat disimpulkan bahwa syirkah abdan adalah kerja sama
antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan.
Hasilnya dibagi antaa sesama mereka dengan menetapkan pcrsyaratan

tertentu berdasarkan perjanjian seperti pemborong bangunan, dan lain-lain.

2. Landasan Hukum
Landasan syirkah terdapat dalam al-Quran dan hadist:

Allah berfirman dalam Quran surat an-nisa’:

od LA et
C,Jﬂ‘g;a;\f,&‘..p

8 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahit, (Beirut: Darul Kutb Al-"Ilmiyah, jilid III, 1992), 193
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Artinya: "Mereka bersekutu dalam yang sepertiga’(QS.annisa’:12)°

Al 1z 5 AT 0 W s B e e sl e 8 5 g

P

B

Artinya: “sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat
itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuvali
orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitiah
mereka ini” '°(QS. Shad:- 24)

Hadits diriwayatkan olech Abu Dawud:

e . 3 2o s Jel. % Loa. L0 " 1o 2 & 7 Ll oo o ‘o .
PP gl IO T I i e R G Y L S i ) (i S
e or 8 2 o .. ‘e 2 .

{)J\:}.ﬂa))} lA.‘.::J'_):'QJ? QILQE.,LT-L;LAL.\U,Q

Artinya: “Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi Saw. Bahwa
Nabi Saw bersabda, “sesungguhn wva Allah Swt. Berfirman, “aku adalah
yang ketiga pada dua orang yang bersckutu, selama salah seorang dari
keduanya tidak menghianati temannya, aku akan keluar dari
persekutuan tersebut apabila salah scorang menghianati™’. (HR. Abu
Dawud)

® Departemen Agama Rl, A/- Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, Cet X,

2005), 80

19 Departemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya,455
" Abu Dawud Sulaiman as-As’asy al-Sijistani , Sunan Abi Dawud, (Beirut: Darul Fikr, 1994), 127
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3. Rukun dan Syarat Syirkah
a. Rukun syirkah adalah:"

1) Sighat (1afadz akad)

2) Orang (orang yang melakukan perkongsian)

3) Objeck akad/pokok pckerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

b. Syarat umum syirkah adalah sebagai berikut:"

1) Syirkah itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, artinya
salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objck
perserikatan itu, dengan izin pihak lain dianggap sebagai wakil
seluruh pihak yang berscrikat

2) Persentasc pcmbagian kcuntungan untuk masing-masing pihak
yang berserikat dijelaskan ketika belangsungnya akad

3) Keuntungan yang diambil dari hasil laba harta perserikatan,
bukan dari harta yag lain, yakni bagian masing-masing dari
yang berserikat harus jclas, jika keuntungan tidak jelas maka
menjadi fasid (rusak) scbab laba merupakan ma’qud ‘alaih
(salah satu rukun akad menurut jumhur)

c. Syarat Syirkah *Uqud
Syarat syirkah ‘uqud terbagi atas dua macam yaitu syarat ‘am

(umum) dan syarat khas (khusus)."

12Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian, 76
13 Nasrun Haroen, Figih muvammalah, 173
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Mengenai syarat umum syirkah ‘uqud tidak jauh berbeda dengan
syarat syirkah pada umumnya diantaranya:

1) Dapat dipandang sebagai perwakilan

2) Ada kejelasan dalam pebagian keuntungan

3) Laba merupakan bagian umum dari jumlah

Adapun syarat-syarat khusus pada syirkah ‘uqud menurut
ulama’ Malikiyah menganjurkan syarat untuk kesahihan syirkah itu,
yaitu harus ada satu kesatuan usaha, mereka melarangnya kalau jenis
barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada
kaitannya satu sama lain, selain itu keduanya harus berada ditempat
yang sama. Jika tidak berada ditempat yang berbeda maka syirkah ini
tidak sah. Persyaratan lain adalah pembagian keuntungan harus sesuai
dengan kadar pekerjan dari orang-orang yang bersekutu.

Jika syirkah abdan ini berbentuk mufawidah, harus memenuhi
persyaratan berikut ini, ulama Hanafiah menyebutkan beberapa syarat
khusus pada syirkah mufawidah, diantaranya:

a. Seriap ‘agidyang harus ahli dalam perwakilan dan jaminan, yakni
keduanya harus merdeka, baligh, sehat dan dewasa.

b. Ada kesamaan modal dari segi ukuran, harga awal dan akhir.

14 Rachmad syafei, Figih Muammalah 193
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c. Apapun yang pantas menjadi modal dari salah seorang yang
berserikat dimasukkan dalam perkongsian.

d. Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan.

¢. Ada kesamaan dalam berdagang.

f. Pada transaksi akad hasrus menggunakan kata mufawidah.
Persyaratan di atas harus terpenuhi pada perkongsian

mufawidah, jika salah satu syarat tidak ada, perkonsian ini berubah

menjadi perkonsian inan. Dan jika syirkah abdan berbentuk syirkah

inan, hanya disyaratkan ahli perwakilan saja.

Hukum Ketetapan Syirkah Abdan

a. Berbentuk mufawidah apabila syirkah abdan berbentuk mufawidah,
setiap yang berserikat diwajibkan menanggung segala sesuatu yang
berhubungan dengan perkongsian dan menanggung pekerjaan tersebut
secara seimbang begitu pula dalam keuntungan dan kerugian.

b. Berbentuk ‘inan ketetapan syirkah ‘inan sebenarnya hampir sama dengan
ketetapan pada ketetapan syirkah mufawidhah di atas apabila
dihubungkan dengan keharusan menanggung pekerjaan secara baik. Satu
pihak boleh saja menyuruh rekannya kapan saja, sebagai mana rekannya

juga dapat meminta upah kapan saja, segi kebaikan dari syirkah ini
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adalah dapat menuntut pekerjaan dari salah seorang yang berserikat

untuk sclanjutnya menjadi tanggung jawab bersama.

c. Pembagian laba pada syirkah ini bergantung pada tanggungan bukan
pada pekerjaan, apabila salah seorang pekerja sedang lainnya sedang
pergi misalnya, maka upah tetap diberikan sesuai dengan persyaratan
dengan yang mereka tetapkan.

d. Penanggungan kerugian menanggung kerugian pada syirkah bergantung
juga pada jaminan yang mercka berikan.

Ulama’ Syafi’iyah, Imamiyah, dan Zafar dari golongan hanafiyah
berpendapat bahwa syirkah semacam ini batal karena syirkah itu dikhususkan
pada harta dan tidak pada pckerjaan, mereka beralasan antara lai bahwa
perserikatan dalam pekerjaan mengandung unsur penipuan sebab salah seorang
yang berserikat tidak mengetahui apakah temannya bekerja atau tidak, selain
itu para pekerja juga dapat berbeda dari segi keahlian dan kemampuan, inilah
yang dikatakan Imam Syafi’i bahwa syirkah ini merupakan suatu kesamaran

yang kapasitasnya tidak dapat dipastikan.

4. Berakhirnya Akad
Syirkah merupakan transaksi yang menurut syara’ hukumnya boleh

(mubah), syirkah menjadi batal apabila: 15

5 Ibid, 175
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a. Salah scorang syarik meninggal kecuali mempunyai ahli waris yang
telah dewasa, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang
batal hanyalah yang meningal saja, syirkah akan berjalan terus pada
anggota yang masih hidup.

b. Salah satu pihak kehilangan kacakapan untuk ber-tasharruf (keahlian
mengelola harta), baik karena gila maupunkarena lasan lainnya.

c. Salah seorang diantara mercka membubarkan atau membatalkan,
meskipun tanpa persetujuan pihak lainya sebab syirkah adalah akad
yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak
ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak
menginginkan lagi. Hal ini menunjukan pencabutan kerelaan syrirkah
oleh salah satu pihak.

d. Salah satu dari mereka ditaruh dibawah pengampuan baik karena boros
yang terjadi saat perjanjian syirkah tengah berjalan atau sebab yang
lain

e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas
harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh
madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali, Hana